
BUPATI MEMPAWAH

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 31

TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA

DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

Menimbang: a.

Mengingat : 1.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) d£in
ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang
Penerimaan Peserta Didik Bam pada Taman Kanak-
kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah
Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah
Menengah Kejuman maka Peraturan Bupati
Mempawah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Petunjuk
Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman
Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah
Pertama di Kabupaten Mempawah, perlu dilakukan
penyesuaian;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Mempawah tentang Pembahan Atas
Peraturan Bupati Mempawah Nomor 31 Tahun 2019
tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik
Bam pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan
Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Mempawah;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Damrat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352),
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);



3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah FHisat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negara RepubUk Indonesia Nomor 5670);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5157);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang
Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi
Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5536);



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian
Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Kepada
Gubemur Dalam Penyelenggaraan Dekonsentrasi
Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik
Indoneisa Tahun 2018 Nomor 228);

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 tentang
Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak

Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama,
Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah
Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1918);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran
Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017
(Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 6);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 11
Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun
Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Tahun 2018
Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 31

TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN

PESERTA DIDIK BARU TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH
DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA D1

KABUPATEN MEMPAWAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 7 Huruf a dan Huruf b Peraturan Bupati Mempawah

Nomor 31 Teihun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik

Baru Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah

Pertama di Kabupaten Mempawah diubah sehingga Pasal 7 berbunyi

sebagai berikut:



Pasal 7

Jalur Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) dengan ketentuan sebagai
berikut:

a. Zonasi, jalur zonasi paling sedikit 80% (sembilan puluh persen) dari
daya tampung sekolah;

b. Prestasi, paling banyak 15% (lima persen) dari daya tampung sekolah;

c. Perpindahan tugas orang tua/wah paling banyak 5% (lima persen) dari
daya tamping sekolah;

d. Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 3 (tiga)
jalur pendaftaran PPDB;

e. Selain melakukan PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili
dalam zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat
melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi dan jalur
perpindahan tugas orang tua/wali di luar zonasi domisili peserta didik;

f. Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang
membuka jalur pendaftaran penerimaan peserta didik baru selain yang
diatur dalam Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
Tamein Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama;

g. Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga
yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan
PPDB;

h. Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari
rukun tetangga dan rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala
desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang
bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak
diterbitkannya surat keterangan domisili;

i. Kuota paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dalam jalur zonasi,
termasuk kuota bagi peserta didik tidak mampu dan/atau anak
penyandang disabilitas pada sekolah yang menyelenggarakan layanan
inklusif;

j. Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu
yang dibuktikan dengan keikutsertaan peserta didik dalam program
penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah;

k. Orang tua/wali peserta didik wajib membuat surat keterangan yang
menyatakan bersedia diproses secara hukum, apabila terbukti
memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga
tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;

1. Penetapan zonasi dilakukan pada setiap jenjang oleh Pemerintah
Daerah sesuai dengan kewenangannya, dengan prinsip mendekatkan
domisili peserta didik dengan sekolah;

m. Dalam menetapkan zonasi pada setiap jenjang, Pemerintah Daerah
melibatkan musyawarah atau kelompok keija Kepala Sekolah;

n. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat
memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan
Belajar dikecualikan pada PPDB melalui jalur zonasi, prestasi dan
perpindahan tugas orang tua/wali; dan



o. Seleksi calon peserta didik bam kelas 1 (satu) SD hanya menggunakan
jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 25 Juni 2019.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daergih Kabupaten

Mempawah.

Diundangkan di^empawati
pada tanggal

SEKRETARIS pH^ERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL
BERinyjXERAH KABUPATEN MEMPAWAH
IAHUN NOMOR

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal ^ '7 ' 2019

BUPATI dVlEMPAWAH/

m

•


